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yang adil dan'sesual syariat bagi Peg: egeri Sipil (PNS), meng

a berubah mengikuti
ndi i riil penghasile

Permasalahan dala
profesi bagi PNS di

2 ' ll". L; I-ﬂl i tode yang dlgu

|t|a kualltatlf des

ptif-analisis
n bahwa nigab
nit Pengumpul

mencapai nisab, sehimngge
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab

beserta perangkatnya.

1. Konsonan
Fonem konsona sistem tulisan Arab
dilambangkan g dilambangkan

g lagi dengan

titik di bawah)

Ka dan Ha

3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es




o Syln Sy es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L 7a 7 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain Apostrof terbalik

Ge

erdiri dari vokal
tunggal atau monoftong o

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah A A
) Kasrah | 1

Xi



—_

dammah U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

........
..........

Tanda 1:2:}:; Gabungan huruf Nama
i fathah
< dan ya’ Adanl
3 Jatha A dan U
dan wi
Contoh:

garis di atas

3.
Contoh:
JG —qala
dé -qila

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk t@ 'marbitah ada dua:

Xii

dan garis di atas

=) -rama

U5 -yaqiilu




1. Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbiutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati
Ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.
3. Kalau dengan kata yang terakhig
dengan ha (h).
Contoh:

alah ta’marbiitah itu ditransliterasikan

tanda syaa

Contoh:
&y N -rabband i i

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
(J"), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Xiii



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf syamsiyyahi maupun huruf gamga#iyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dih

Contoh:

BECEPEL dEREEEE

Pada dasarnya setiap kata, bai im maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

SRS A sl Al &) -Wa inna Allah lahuwa khair ar-raziqin

Xiv



O el 5 ORI 1 58508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan

A=V PENY] -Ibrahim al-Khalil

Bl e b Hda Al ale -Bismillahi majraha wa mursah
cill fa W e &5 -Wa illahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
Sl ) & i) oy -Man istata‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan b huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf terseb aan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalas pital digunakan untuk
menuliskan huryf ana nama diri itu

tetap huruf

9
(e

Cpellal) G5 b 2al “AlhamidU Tillahi rabbi al-*alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

XV



Gy 785 Al (ja Hia -Nasrun minallahi wa fathun garib

[ESPERETA -Lillahi al-amru jami‘an
Ao £05 U8 A5 ~Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai déhgan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1) Nama 3 S ti biasa tanpa

.........
.............
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep nisab zakat profesi, terdapat beberapa pendekatan yang
digunakan dalam menetapkan batas minimal (nisab), kadar, dan waktu
penyaluran zakat, bergantung pada metode giyas atau analogi terhadap jenis zakat

yang telah diatur dalam syariat. Jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat

perdagangan, maka nisabnya at emas dan perak, yakni senilai

85 gram emas. Kadar za dan dikeluarkan setiap
tahun setelah dik i genyamakan zakat
profesi dengag dengan 653

ar 5%, dan

§ yang nilainya
tetap ditetapkan
sebesar 2,5%, sesuai dengan * dan nigabnya disesuaikan
dengan harga 94 gram emas.? Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan
bahwa penghasilan yang mencapai nisab dalam satu bulan diperbolehkan untuk

langsung dikeluarkan zakatnya. Nisab tahunan yang digunakan adalah senilai 85

1 St. Sulaiha, Skripsi: “Analisis Hukukum Islam Terhadapa Zakat Profesi Profesi Dalam
Tinjauan Maslahat,” (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2024), him. 23.
2 1bid., him. 24.
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gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Zakat boleh dikeluarkan pada saat
menerima gaji jika jumlahnya sudah mencapai nisab. Jika penghasilan belum
mencapai nisab dalam satu bulan, maka pendapatan selama setahun dijumlahkan,
dan zakat dikeluarkan apabila akumulasi penghasilan bersihnya mencapai batas
nisab.?

Yusuf Al-Qardhawi menggiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan
zakat pertanian. Beliau menetapkan nis@bfya sebesar 85 gram emas murni dengan

mizisab tersebut. Beliau tidak

kadar zakat 2,5% dari pengh
mensyaratkan haul karg perkesinambungan dan
gt profesi wajib

8 Yusuf Al-

melalui me
pembaruan Dewan F DPS) Baitul
Mal Aceh berd@ i
pelaksanaannya, st gram emas murni
terlebih dahulu dite arga emas terkini,
kemudian nilai tersebut dirata- dalam hitungan bulanan guna
menetapkan ambang batas minimum pendapatan bulanan yang dikenai kewajiban

zakat.

3 Dewan Syari’ah Nasional MUI, “Fatwa No.3 Tahun 2003 [Zakat Penghasilan],”
(Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional MUI, 2003), him. 209.

4 Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi, ” Jurnal Economica
Sharia, Vol. 2, No. 1, (2016), him. 53.
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Penetapan kewajiban zakat profesi didasarkan pada terpenuhinya
sejumlah syarat, salah satunya adalah tercapainya nisab. Nisab merupakan batas
minimal penghasilan yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat,
yaitu setara dengan nilai 94 gram emas dalam setahun. Nilai tersebut dihitung
berdasarkan harga emas terkini yang dikalikan dengan 94 gram. Apabila
penghasilan seseorang selama satu tahun melebihi jumlah tersebut, maka ia

berkewajiban membayar zakat profesi g€Bgsar 2,5% dari total penghasilan bruto

yang diperoleh.

Selain syarat nig an adanya haul, yakni
kepemilikan pe j
diterima peng
Hanifah, 4 AMma : ‘ i secara
terus- p : pada

dua titi

periode

r yang halal serta
) AiNg yang terkena
kewajiban zakat harus sudah baliQ al sehat, dan memiliki penghasilan
yang melampaui kebutuhan pokok serta tidak terbebani utang yang mengurangi
kekayaan tersebut secara signifikan. Jika penghasilan bulanan belum mencapai
nisab, maka dapat diakumulasikan selama satu tahun, dan zakat dikeluarkan
apabila total penghasilan bersih mencapai batas nisab. Dengan demikian, nisab

SIkbal Boidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan),” Jurnal Keislaman ,Kemasarakatan
& Kebudayaan Vol. 19 No. 1 (2018), him. 44.
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menjadi indikator utama dalam menentukan kewajiban membayar zakat atas
penghasilan profesi yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun.

Pada dasarnya, konsep zakat profesi tidak ditemukan dalam literatur klasik
karena pada masa lampau, penghasilan dari pekerjaan atau gaji jarang mencapai
nigab seperti emas, hewan ternak, atau hasil pertanian yang telah dikenal sebagai
objek zakat. Namun, di era modern ini, pendapatan bulanan para pekerja di

perusahaan besar maupun para profesi@fgl di bidang teknik, administrasi, dan

kedokteran sering kali melaga ara signifikan. Oleh karena

itu, zakat atas penghasils

A e al

dan oroaram u
.
Nisab zaka ghasilah ditetapkan Sehedarilai S8

tahun, dengan tarif Al

berubah lebih dari 10%. Selain 1tU; pembayaran zakat penghasilan dilakukan

melalui mekanisme pemotongan gaji oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang

6 Zainal Muttaqin, “Respons Muzakki PNS Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat
Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,” Jurnal Lentera Vol. 2 No. 1
(2020), him. 41.
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dibentuk di setiap instansi pemerintah, dan hasilnya disetorkan ke rekening
khusus Baitul Mal Aceh sebagai bagian dari pendapatan asli Aceh.”

Urgensi perhitungan nisab zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sangat penting karena zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap
muslim yang memiliki penghasilan dari profesinya, termasuk PNS, apabila
penghasilannya telah mencapai nisab. Nisab zakat profesi ditetapkan setara

dengan 94 gram emas murni, dan kada at yang harus dikeluarkan adalah 2,5%

dari penghasilan bersih setg R.pOkok. Dengan demikian,

perhitungan nisab ini apakah seorang PNS

wajib mengelua pat dikeluarkan

secara tepat @

Iiﬁ ini peg Jenunaikan
ar ‘dant tidak men akat yang
gan isd@b -zakat profedi ferhada

kemiskinan. Dengan menunaika

juga berkaitan
dengan fungsi sosia n dan pengentasan
, PNS turut berperan dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga keberkahan penghasilan
yang diperoleh, dengan pemahaman dan perhitungan nisab zakat profesi menjadi
hal yang krusial agar zakat dapat dikeluarkan tepat waktu dan sesuai ketentuan

syariah, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh umat.

" 1bid., him. 42-43.
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun
2003 tentang Zakat Penghasilan sebagai respons atas banyaknya pertanyaan
mengenai kewajiban zakat bagi para pegawai dengan penghasilan tetap maupun
profesi lain seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan profesi bebas
lainnya. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu Surat Al-Bagarah
ayat 267 dan 219 serta Surat At-Taubah ayat 103, serta hadis Rasulullah SAW
dari HR Muslim nomor 1631, HR
10.107, dan pendapat Yus
fatwa tersebut, penghasi

aari nomor 1338, HR Ahmad nomor
ab Fikih Az-Zakah. Dalam

entuk pendapatan halal,

termasuk gaji, hg maupun tidak

rutin. Semua 4 gram emas

ni&ab Al RR P Kal

penghasilan sela I tahum dikunipulkan terdleBih daf

kewajiban zakat. 3

\ at profesi sebagai
bentuk kepedulian sosial dan peme dJiban agama, serta sebagai upaya
membantu fakir miskin yang jumlahnya signifikan di Indonesia. Dengan
demikian, fatwa ini menjadi pedoman resmi bagi umat Islam di Indonesia dalam

menjalankan kewajiban zakat atas penghasilan profesi mereka.®

8 Nadia Renata, Riko Afrimaigus, “Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten
Tanah Datar,” Jurnal Tanwil: Ekonomi Islam Vol. VIII No. 1 (2022), him. 22.
% 1bid. him. 22.
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Menurut Yusuf Qardhawi, perhitungan zakat profesi dapat dilakukan
dengan dua pendekatan utama. Pertama, zakat dihitung secara langsung sebesar
2,5% dari total penghasilan kotor tanpa memperhitungkan pengeluaran, baik
dibayar setiap bulan maupun tahunan. Metode ini dianggap lebih tepat dan adil
bagi mereka yang penghasilannya cukup atau berlebih, sehingga zakat yang
dikeluarkan mencerminkan keberkahan rezeki yang diterima. Kedua, zakat

dihitung setelah penghasilan dikurag@iy kebutuhan pokok terlebih dahulu,

kemudian 2,5% dari sisa pgiae gndikeluarkan sebagai zakat.

Cara ini lebih sesuai b pas-pasan dan hanya

memiliki sediki e

dengan gaji

i sebesar

gaji yang @
nisab sehing
pergantung
pada kemamp( an seseorang

aka zakat tidak

hanya cukup untul

uhan pokok danitidiak niericapai 7

atas kebutuhan pokok dan mampUu~menabUng

wajib, meskipun se silannya sedikit di
ingga mencapai nisab, wajib
mengeluarkan zakat minimal 2,5% dari kelebihan tersebut. Sedangkan bagi yang
berpenghasilan lebih tinggi, zakat sebaiknya dikeluarkan dari seluruh penghasilan
kotor, dan jika menerima penghasilan tambahan seperti honorarium, dianjurkan

pula mengeluarkan zakat sebesar 20% dari penghasilan tak terduga tersebut.

0Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi,” Jurnal Economica
Sharia Vol. 2, No. 1, (2016), him. 54.
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Prinsip utama adalah zakat dikenakan pada harta yang produktif, bernilai
ekonomis, milik pribadi, dan melebihi kebutuhan pokok serta kewajiban nafkah
keluarga.*

Perubahan harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan
nisab zakat, karena nisab tersebut dihitung berdasarkan berat emas tertentu, yakni

94 gram. Saat harga emas mengalami kenaikan, nilai nisab pun ikut meningkat

secara otomatis. Kondisi ini menyeb g jumlah orang yang wajib membayar

zakat menjadi lebih terbatg individu yang memiliki
kekayaan melebihi bata; tika harga emas turun,
nilai nisab juga g

banyak orang

Kementé
kekhawa
seluruh
diambil d
bagi PNS

ebenarnya belum

mencapai nigab tetapee ; enyeluruh untuk

1 1bid. him. 54.

12 Eko Suryawadi, ”Pengaruh Harga Emas Terhadap Nisa@b Zakat:Harga Emas Saat ini
Rp.1,500,000.”Pasbana https://www.pasbana.com/2025/02/pengaruh-harga-emas-terhadap-
nisab-zakat-harga-emas-saat-ini-rp-1500000.html diakses tanggal 1 Juni 2025.


https://www.pasbana.com/2025/02/pengaruh-harga-emas-terhadap-nisab-zakat-harga-emas-saat-ini-rp-1500000.html
https://www.pasbana.com/2025/02/pengaruh-harga-emas-terhadap-nisab-zakat-harga-emas-saat-ini-rp-1500000.html
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kebutuhan pokok hidup PNS dan menjamin keadilan serta mematuhi prinsip
syariah dalam pelaksanaan zakat profesi. 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMKN
2 Banda Aceh, Jasmawita Rasyid pemerintah telah menetapkan aturan potongan
gaji 2,5% untuk zakat profesi yang langsung diproses oleh bendahara instansi,
dengan perhitungan dari total penghasilan bulanan. Aturan ini sudah dituangkan

dalam surat keputusan resmi dan tela gsialisasikan secara menyeluruh lewat

kDelum mempertimbangkan

kebutuhan hidup pokok . arga emas yang terus

.........

emas murni. Selai
perlu lebih cermat
menjadi acuannya sangat fluktuatil terhaddp nilai rupiah dan dapat berubah
signifikan dari waktu ke waktu. Sehingga bila tidak dievaluasi secara berkala, bisa

menimbulkan ketidakadilan dalam penarikan zakat profesi, karena berdasarkan

13 Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridha, Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Aceh, dilakukan hari Kamis, Tanggal 31 Juli 2025.

4 Hasil Wawancara dengan Jasmawita Rasyid, Pegawai Negeri Sipil SMKN 2 Banda
Aceh, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.
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harga emas riil, sebagian PNS yang penghasilannya belum memenuhi syarat tetap
dipotong zakatnya, padahal berdasarkan nilai emas aktual, gaji yang
dihasilkannya tidak mencapai nisab yang wajib menunaikan zakat profesi.
Mekanisme pemotongan zakat profesi sebaiknya dievaluasi ulang, baik dari sisi
akumulasi pendapatan tahunan maupun penyesuaian nilai risab berdasarkan
harga emas terbaru, agar pelaksanaan zakat benar-benar sesuai prinsip syariat dan

keadilan sosial.®®

Kebijakan kewajibag di Kota Banda Aceh yang
menggunakan pemotong penghasilan bruto dan
penetapan nisaj
kebutuhan hig

ketidakadi

penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penetuan nisab zakat profesi untuk PNS di lingkungan

pemerintah kota Banda Aceh?

15 Hasil Wawancara dengan Kamarun, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan
Perikanan, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.
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2. Bagaimana relasi antara penetapan nisab zakat profesi dengan perubahan
atas nilai emas sebagai standar kecukupan syarat dari sisi nisab zakat?
3. Apakah penetapan zakat untuk PNS di lingkungan kota banda aceh telah

memenuhi prinsip-prinsip dasar tentang nisab zakat profesi?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahgq yang telah dijelaskan di atas, maka

penulis menetapkan tujuan pepgh ghgan permasalahan yang telah

1. Untuk meg ‘ b Pegawai Negeri

2. : hUng

uuuuuuuuuuuuu

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian
dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan
kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Re-Evaluasi terhadap
kewajiban zakat di kalangan PNS Kota Banda Aceh di dasarkan pada nilai gaji,
harga emas dan kebutuhan PNS sebagai penetapan Nisab maka terlebih dahulu

penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:
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1. Re Evaluasi.

Re-evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
penilaian kembali terhadap sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya untuk
meninjau manfaat, efektivitas, atau ketepatan pelaksanaannya.'® Re-evaluasi
merupakan proses sistematis yang dilakukan ketika terjadi perubahan kondisi,
data, atau kebutuhan yang menuntut adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan

atau ketentuan yang telah ditetap sebelumnya. Proses ini melibatkan

peninjauan ulang terhadag gaupun asumsi dasar yang

mendasari sebuah kg sil evaluasi baru lebih

akurat, relevag

lain-lain.®
ini adalah
yang sudah berjalan, dengan Ikan apakah masih relevan dan

sesuai dengan kondisi terbaru. Re-evaluasi ini dilakukan pada peninjauan

6Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, Re-evaluasi, https://kbbi.kemdikbud.go.id
[entri/re-evaluasi (diakses 2 Juli 2025).

"Sugiyono, Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2022), him. 9-11.

18 pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), Indikator
Zakat Nasional 2022 (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), him. 41-44.



13

ulang kewajiban zakat bagi PNS dengan mempertimbangkan nilai gaji, harga
emas sebagai acuan nisab, dan kebutuhan hidup PNS. Hal ini penting agar
kebijakan zakat benar-benar adil dan sesuai dengan kemampuan serta
kebutuhan PNS saat ini.'°
2. Penetapan Nisab.
Menurut KBBI, penetapan adalah proses, cara, atau perbuatan

sepihak menentukan kaidah hukum

menetapkan; penentuan; atau tind
konkret yang berlaku k ' Jm, penetapan juga berarti

tindakan atau keputus s tertentu.

dizakati.?

Tauqifi tetap

0 dan juga 84 gram

emas tanpa perubahan meskipU asi atau perubahan ekonomi.

Pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam menetapkan

®Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Zakat Penghasilan dan Profesi
(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023), him. 19-24.

2Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Penetapan”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
[entri/penetapan (diakses 3 Juli 2025).

2lkamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, “Nisab”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
lentri/nigab (diakses 3 Juli 2025).


https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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nisab agar kewajiban zakat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa
mengabaikan ketentuan syariat.??
3. Zakat Profesi.
Menurut KBBI, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib
dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada golongan yang berhak
menerimanya, menurut syariat Islam.?Sedangkan profesi adalah bidang

pekerjaan yang dilandasi pendidikgf™eahlian (keterampilan, kejuruan, dan

sebagainya) tertentu. Profgst a pekerjaan yang dilakukan

secara tetap dan me , seperti dokter, guru,

..........
--------------

22 Sugeng Priyono, “Analisis Konsep Nisab Kontemporer; Kontekstualisasi Zakat di
Abad Modern”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 1, vol. 2, 2021, him. 59.

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, “Zakat”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
lentri/zakat (diakses 13 Januari 2026).

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, “Profesi”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
[entri/profesi (diakses 13 Januari 2026).

%5 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, Jilid 1, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin
Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, cet. ke-12, 2014), him. 489-
493.

%Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, * Kewajiban”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
[entri/ kewajiban (diakses 2 Juli 2025).


https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Sedangkan zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh
umat Islam dan diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya,
menurut syariat Islam.?’

Dengan demikian, kewajiban zakat merupakan suatu keharusan yang
bersifat syar’i, di mana setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat
dikenai beban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam bentuk zakat,
sesuai dengan jenis harta dan ketegttlap nisab yang berlaku. Kewajiban ini
ibadah kepada Allah SWT,

mekanisme distribusi

tidak hanya berdimensi ingh
tetapi juga memiliki

kekayaan gug gn menciptakan

keadilan e}

..........
--------------

cqalivainhHLEHEfiPega

gn rutin, Rkewijibah ZalatYsering

pangkan kecukupan kebutuhan

pil (PNS) yang

fikaitkan dengan

menerima peng
zakat penghasile itungan nisabnya
merujuk pada harga emas da

dasar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kewajiban zakat

2’Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, “Zakat”, https://kbbi.kemdikbud.go.id
[entri/zakat (diakses 2 Juli 2025).
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menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang adil dan proporsional
terhadap kelompok profesi tertentu.?®
5. Pegawai Negri Sipil (PNS)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat tertentu, diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang
untuk menduduki jabatan pemerintahan atau melaksanakan tugas negara

lainnya, dan menerima gaji berdasagkag peraturan perundang-undangan yang

berlaku. PNS merupakag ang bertugas memberikan

pelayanan kepada ma adil, dan merata dalam

resmi. Pene ti PINSHUTERE MK ‘
ehinggakreleanuhtuk ®ikaji ula Wajiban zakatnya

ini penting agar kebijakan zakat'Dagi P pih adil, proporsional, dan sesuai

yang jelas dan

berdasarkan nila

kondisi ekonomi terkini di Banda Aceh.

28 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), him.
763-765.

2 Muhammad Avri Rafli, Skripsi: Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi
Penelitian: Dinas Bkpsdm Padang), (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022), him.14.
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E. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka merupakan proses pengumpulan dan evaluasi berbagai
referensi yang telah diterbitkan maupun arsip pribadi, yang mencakup teori,
konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik yang
sedang saya teliti ini, dengan topik Re-Evaluasi Penetapan Nisab Zakat Profesi
(Analisis Kewajiban Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)
Adapun dari beberapa penelitian yapg

itan dengan pembahasan ini antara
lain:

Pertama, skripsi lia_Azzani, Mahasiswi
Program Studi IS, Universitas
Kesadaran

|||||
BEEE

Berdasarkan penjelasan perbedaan dan persamaan antara
penelitian Nameera dengan penelitian yang penulis kaji, Persamaannya terletak

pada objek kajian yang sama-sama meneliti aparatur sipil negara atau pegawai

30 Nameera Amelia Azzani, Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam
Menunaikan Zakat Profesi (Studi terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh), Skripsi, (Banda Aceh:
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).
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negeri sipil sebagai subjek dalam pelaksanaan zakat profesi, serta kesamaan
lokasi penelitian yang berfokus di Kota Banda Aceh. Selain itu, kedua penelitian
sama-sama membahas zakat profesi atau zakat penghasilan yang bersumber dari
pendapatan rutin dan menggunakan landasan hukum Islam sebagai kerangka
analisis kewajiban zakat. Sedangkan perbedaan penelitian Nameera Amalia
Azzani lebih menitikberatkan pada tingkat kesadaran dan pemahaman ASN

dalam menunaikan zakat profesi dengafi®asumsi penetapan nisab sebesar 2,5%

dari penghasilan yang telab sedangkan penelitian ini

berfokus pada re-evalu; | itu sendiri, baik dari
aspek normatif g i A X geri Sipil Kota

Banda Aceh

dengan acuan utam 85 gram pertahun.

Nurul mengkaji bagaimana implementasi p ungan ini diterapkan di kalangan
PNS serta sejauh mana kesesuaian antara penghasilan PNS dan ketentuan nisab
yang berlaku. Fokus utamanya adalah pada aspek normatif syariat dan praktik

sosial-ekonomi masyarakat Muslim urban.!

31 Nurul Fauziah, “Analisis Penetapan Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Harga Emas di
Kalangan PNS Kota Medan” Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
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Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara
penelitian Nurul Fauziah dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya
terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas zakat profesi di kalangan
pegawai negeri sipil serta menempatkan nisab sebagai elemen utama dalam
menentukan kewajiban zakat penghasilan. Kedua penelitian juga menggunakan
pendekatan hukum Islam sebagai landasan normatif dalam menganalisis

ketentuan zakat profesi dan relevan 2 dengan kondisi penghasilan PNS.

Adapun perbedaannya, peng gara khusus menitikberatkan
pada penetapan nisab zé : as sebesar 85 gram per
tahun dan meng | pgan PNS Kota

Medan denga

berlaku.

Daeral® RuBiahslial medgkritis

a

Fakultas Eka@
tahun 2023, be

Harga Emas dan

harga emas yang
ekonomi masyarakat menengah.™ DalanT" penelitiannya, ia mengusulkan
pendekatan baru dengan memasukkan variabel inflasi dan kebutuhan konsumsi

lokal ke dalam formula penetapan nisab.*

32 Rudiansyah Ramadhan, “Penilaian Kembali Nisab Zakat Profesi di Tengah Fluktuasi
Harga Emas dan Inflasi Daerah™ Skripsi, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka
Raya, 2023).
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Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara
penelitian Rudiansyah dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaan kedua
penelitian terletak pada fokus utama yang sama-sama meninjau kembali konsep
nisab zakat profesi serta mengkritisi penggunaan standar tunggal harga emas
sebagai acuan kewajiban zakat. Keduanya juga berangkat dari kesadaran bahwa
perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi relevansi penetapan risab dalam

praktik zakat profesi. Perbedaannya, gd@gelitian Rudiansyah Ramadhan lebih

menekankan analisis makrQ.e asi harga emas dan inflasi

daerah sebagai variabel si alternatif nisab yang

mempertimbang

dari si

formula

Islam Né
Muzakki
Qanun Ace i Penelitian
ini di lakuka ap-dan=tangg Y kewajiban
zakat profesi. i AR Jan mengenai
kewajiban zakat 3 g mencakup gaji
pokok dan tunjang@ies ) Studi ini relevan
nisab zakat.®

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara
penelitian Zainal Muttagin dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun

persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian yang sama-sama berfokus

3 Zainal Muttagin, “Respons Muzakki Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa Terhadap
Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Tahun
2013)”, Jurnal Lentera, Vol. 2, No.1 (2020).
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pada PNS serta isu kewajiban zakat profesi dalam konteks regulasi dan praktik di
wilayah Aceh. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyinggung persoalan
penetapan nisab sebagai aspek penting dalam pelaksanaan zakat profesi.
Perbedaannya penelitian Zainal Muttagin lebih menitikberatkan pada sikap dan
respons PNS Kota Langsa terhadap kewajiban zakat profesi sebagaimana diatur
dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dengan fokus pada

perbedaan pandangan terkait komponeg

gnghasilan yang dikenakan zakat serta
waktu pengeluarannya (hay itian ini tidak hanya melihat
respons atau persepsi P L re-evaluasi penetapan
Banda Aceh,

zakat berd

Mabhasis

Gunung

Profesi
Agama Ka

sebagai suf

terpenuhi. Pelaksa
BAZNAS, sehingga perlu penyesuarla esual dengan ketentuan syariat dan
regulasi yang berlaku.®*

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara
penelitian Verina Salisa Azhara dan Ateng Ruhendi dengan penelitian yang

34 Verina Salisa Azhara, Ateng Ruhendi, “Pelaksanaan Penentuan Nisab Zakat Profesi
PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis”,
Jurnal Ekonomi Syariah, VVol.7, No.2 (2020).
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penulis kaji. persamaan kedua penelitian terletak pada fokus pembahasan
mengenai PNS sebagai subjek zakat profesi serta pentingnya penetapan nisab
sebagai syarat utama kewajiban zakat penghasilan berdasarkan ketentuan syariat
Islam. Selain itu, keduanya sama-sama menempatkan fatwa dan regulasi resmi,
seperti Fatwa MUI, sebagai landasan normatif dalam menilai praktik pemungutan
zakat profesi. Perbedaannya penelitian Verina Salisa Azhara dan Ateng Ruhendi

lebih menekankan pada aspek implemegtasi kebijakan zakat profesi di lingkungan

Kementerian Agama Kabupai apraktik pemungutan zakat

bulanan yang tidak nisab dan haul serta
pengenaan zaka el sesuai dengan

erfokus pada

osedur dan

penulis lakukan dalam menQke an sesuai dengan prosedur

penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.
Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam

metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai

berikut:
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1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan cara yang di gunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna memperoleh jawaban
atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang
undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan

merumuskan konsep nisab zakat pu@f@si berdasarkan pandangan para ulama,

doktrin figh zakat, serta D m yang berkembang dalam

literatur keilmuan ntara itu, pendekatan
g dan ketentuan

dapat dalam

Majelis Wlama Indonesjaoialipis piFTE

berlaku. S€ eMmp! :
Ot ditefagkan Balani praktik pelak

norma-norma 1 zakat profesi di
lapangan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat

karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun

narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama,

yaitu:
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a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan dengan responded yang memiliki pengalaman atau keterlibatan
secara langsung dengan objek penilitian dan masih memerlukan
pengolahan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
melalui penelitian lapangan (field research). Data primer yang digunakan

peneliti dalam skripsi ini adalap#ata Banda Aceh.

Rkan dalam penelitian ini
diperoleh melal 0 i Sipil yang bertujuan
2 di lingkungan
D dasar nisab

esesuaian

ga “Be Mfe*r%nsi
penetapan

akat Rrafesi RNS Kota Bahida AcE
4. Teknik Pengu

Data adalah sekumpulaf” infornast” atau deskripsi dasar mengenai

ilmiah,

suatu objek yang diperoleh melalui pengamatan. Data ini dapat diolah untuk
menghasilkan informasi, dan biasanya berasal dari pencatatan peneliti yang
berisi fakta maupun angka.®® Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam
penelitian, penulis menggunkan beberapa metode untuk mengumpulkan data.

% Marzuki, “Metodelogi Riset”, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII,
1983), him. 8.
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a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan secara
terencana antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk
memperoleh data atau informasi secara verbal yang relevan dengan topik
penelitian. Dalam pelaksanaannya, wawancara tidak hanya sekadar
bertanya dan menjawab, tetapi juga menjadi sarana peneliti untuk

menggali lebih dalam pang pengalaman, pendapat, serta

pengetahuan respopge an yang sedang diteliti.

Wawancara dil yang telah ditetapkan

menggali
permasalaha roses tanya jawab
ini, penulis berusaha memp ng mendalam dan akurat dengan
tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya
agar pembahasan tetap terarah. Selain itu, wawancara ini juga

memungkinkan penulis untuk mengamati ekspresi, intonasi, dan respons

% Shubki Ritonga, “Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa
Sekolah Tinggi llImu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023, Jurnal pendidikan agama
dan sains (2023), him. 3.
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nonverbal dari narasumber, sehingga informasi yang diperoleh dapat
dianalisis secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya
memperoleh gambaran yang jelas terkait fenomena yang diteliti di
lingkungan PNS kota Banda Aceh.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh melalui

pengumpulan berbagai dokume@¥ang berkaitan dengan objek penelitian,

baik berupa dokume pernah dipublikasikan

maupun dokume mentasi ini digunakan

elitian &ni; dokurherita8i diguna

mengenai laporan pendataan Pegawarl Negeri Sipil (PNS) di kota Banda

Ebagai salah satu

peroleh informasi

Aceh. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi data terkait
gaji PNS, kebutuhan PNS untuk keperluan sehari-hari, serta data
administratif lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui
dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data faktual yang bersifat

37 Muh Fitrah, dkk, Metode Penelitian, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi
Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), him. 74.
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resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung data
yang diperoleh dari metode lain seperti wawancara dan observasi. Selain
itu, penggunaan dokumentasi juga mempermudah peneliti dalam
memahami kondisi dan kebutuhan PNS di kota Banda Aceh secara lebih
objektif berdasarkan data yang tercatat secara sistematis di instansi terkait.
Dengan demikian, dokumentasi menjadi bagian penting dalam penelitian

ini untuk melengkapi dan me Jat hasil analisis data penelitian.

5. Keabsahan Data

ang diperoleh, penulis

Raudn 'v:'-“::.- -:::::‘:
e )

mengenai penetapa , pemotongan, penyesuaian
nisab terhadap harga emas, serta penerapan kebutuhan pokok.

Apabila ditemukan perbedaan keterangan antar informan, penulis
tidak langsung menetapkan salah satu sebagai informasi yang benar, tetapi
membandingkannya dengan dokumentasi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh data
yang lebih objektif sekaligus melihat kesesuaian dan perbedaan antara
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ketentuan dengan praktik pelaksanaan zakat profesi PNS di Kota Banda
Aceh.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kesesuaian data
yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang ditemukan
dalam dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan,

pengalaman, serta pemahamag#Pibak Baitul Mal dan PNS mengenai

penetapan dan pe profesi. Sementara itu,
dokumentasi di ung untuk memeriksa
kembali 4 enetapan nisab,

jstratif yang

un aMBE fetapi juga
-‘-'“----""ﬁ demikian,

pelaksanaa : \

dibilitas data
sekaligus ektif mengenai
h.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam metodologi penelitian adalah
tahapan sistematis yang dilakukan untuk mengolah, menganalisis, dan
menafsirkan data agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat
dipahami.



29

Dalam penelitian ini, meliputi beberapa langkah yang sistematis,
antaranya adalah:

a. Pemilihan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga
dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan sekunder yang
memang sumbernya berbeda. Hal ini, juga dapat memastikan bahwa data
yang di ambil penulis ini dari sumber yang valid.

b. Menelaah data dari proses identiffRasi dan validasi dengan gaji PNS, harga

emas dan juga kebu asi penetapan nisab zakat

profesi bagi Peg ngan Pemerintah kota
Banda Ag ihat kesesuaian
1 berlaku.

pta Banda

referensi penting
] ndonesia (KBBI)
untuk memastikan ketepatan penggunadm bahasa, serta Al-Qur’an beserta

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
sebagai sumber otoritatif dalam konteks keagamaan. Penulis juga
memperkaya landasan teori dan metodologi dengan merujuk pada pedoman
tambahan yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI), berbagai literatur figh muamalah yang
mendalam, serta sejumlah penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan
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topik kajian ini dan juga Qanun Aceh No.3 tahun 2021. Dengan
memanfaatkan sumber-sumber tersebut secara sistematis dan terstruktur,
penelitian ini disusun sedemikian rupa agar memudahkan pembaca dalam
memahami setiap aspek dan analisis yang dikemukakan, sehingga hasil

penelitian dapat tersampaikan secara jelas, logis, dan komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini K dijelaskan agar memudahkan

penulisan dan pemaha pada skripsi ini terbagi
menjadi empat baQ bbab di dalamnya
yang saling beg psi ini adalah:

g masalah,

.........
-------------

gaji dan harg®
SHUiE AR-RANIRY
Bab tiga nigrtipakanmpenis iputi | penelitian yang

akat profesi untuk PNS di

penulis teliti yaitu mekanis
lingkungan pemerintah kota Banda Aceh, relasi penetapan nisab zakat profesi
terhadap perubahan nilai emas sebagai standar kecukupan risabnya dan tinjauan
terhadap penetapan zakat PNS di lingkungan kota Banda Aceh menurut prinsip-
prinsip dasar nisab zakat profesi.
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Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan
yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan

dan penyusunan skripsi ini.

AR-RANIRY



BAB DUA
NISAB PADA ZAKAT PROFESI MENURUT KONSEP FIQH
ZAKAT DAN QANUN ACEH NO. 3 TAHUN 2021

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nisab Zakat Profesi

Konsep nisab memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan zakat karena
menjadi penentu awal lahirnya kewajiban tersebut. Setiap ketentuan zakat

mensyaratkan adanya ukuran tertentu

ang berfungsi sebagai batas pemisah
antara harta yang belum dan bLkewajiban zakat. Keberadaan
ukuran ini menunjukk; kan secara seragam,

g terukur. Nisab

nisab merupakan ukuran minife arta yang harus berada dalam
genggaman seorang muslim. Apabila jumlah tersebut telah tercapai, maka harta
itu dikenai kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian,

nisab berfungsi sebagai penentu apakah seorang muslim telah masuk dalam

% Fairlizabadi, Al-Qamiis al-Muhit (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1987), him, 1324.

32
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kategori wajib zakat atau belum. Dalam hal ini, Imam Al-Jurjani memberikan
penjelasan yang lebih spesifik dengan menyatakan bahwa:
B ) and aad Al JWall (e el laiall g8 Aliail
Artinya: Nisab adalah jumlah tertentu dari harta yang menjadikan zakat
wajib.%

Nisab menempati posisi yang sangat krusial dalam ajaran zakat karena

menjadi tolak ukur syariat untuk g an siapa yang layak dibebani

kewajiban tersebut. Penetaps ungsi agar zakat hanya
berlaku bagi individu pan materi, sehingga
tidak menekan pgan. Melalui

engan cara

dan pakar ¢

termasuk ke erdapate : atas nisab.
Walaupun terdap@t variasippehdapat=iengena i metode annya apakah
dikeluarkan saat mt
tetap sepakat pada keWajibd

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum nasional di Indonesia.
Dalam Pasal 11 ayat (2) Bab 1V Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang

39 Al-Jurjani, At-Ta ‘rifat (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1983), him. 294,

40 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and
Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, Vol. 1 (Jeddah: King Abdulaziz University, 2003),
him. 227.

41 Ahmad Rifa’i, Figh Zakat Kontemporer, (Jakarta: Prenada media Group, 2021), him.
87.
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Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa jenis harta yang dikenakan zakat meliputi
emas, perak, dan uang, usaha perdagangan dan perindustrian, hasil pertanian,
perkebunan, perikanan dan pertambangan, peternakan, pendapatan serta jasa dan
juga rikaz. Ketentuan ini memperluas cakupan objek zakat agar sesuai dengan
perkembangan bentuk kepemilikan harta modern.*?

Berdasarkan landasan tersebut, dapat dirumuskan secara lebih spesifik

dengan mempertimbangkan karakteristikggendapatan profesional dalam konteks

ekonomi kontemporer bahwa gfesi adalah batas minimal

penghasilan atau pendap

menjadi dua
pemberi Kkerja, sep
swasta yang meneri
secara mandiri tanpa ikatan ker)z SE advokat, konsultan, notaris,
arsitek, maupun penceramah, yang penghasilannya cenderung berfluktuasi
mengikuti jumlah klien atau proyek yang mereka tangani.

Pandangan Yusuf Qardhawi turut memperkuat penjelasan di atas dengan

menekankan bahwa unsur yang menjadikan suatu penghasilan wajib dizakati

42 Nurul Huda dan Mustika Rahmawati, Hukum Zakat di Indonesia, (Bandung: Alfabeta,
2022), him. 54.
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bukan terletak pada jenis pekerjaannya, melainkan pada karakteristik harta yang
dihasilkan. Selama penghasilan tersebut bersifat produktif, memiliki nilai
ekonomis, diperoleh dari jalan yang halal, telah menjadi hak milik penuh, dan
jumlahnya melampaui kebutuhan pokok, maka kewajiban zakat berlaku terlepas
dari apa pun bentuk profesi yang menghasilkannya. Konsekuensinya,
honorarium, upah atas jasa, tunjangan, maupun pendapatan yang sifatnya

insidentil turut menjadi bagian dari objelgzakat profesi, tidak terbatas pada gaji

bulanan yang diterima secara b

Meski demikian, digarisbawahi, yaitu

gcrniagaan tidak

dan tidak

Islam,ﬂeggen 'Qijl@kfnéjtqma :

hanya menegaskan kewajiban Zake aga atu rukun Islam, tetapi juga

ditegaskan

Sumber dari Al-

secara kokoh dala

Qur’an dan hadis tersebut bukan
memberikan legitimasi yang jelas bahwa nisab merupakan instrumen penting
untuk menentukan siapa yang berkewajiban menunaikannya. Dengan demikian,
Al-Qur’an berfungsi sebagai pedoman normatif yang menggariskan kewajiban
zakat secara umum, sementara hadis Nabi # hadir untuk memberikan penjelasan

rinci mengenai batas minimal harta yang wajib dizakati, sehingga umat Islam
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memiliki panduan yang lengkap dan terperinci dalam melaksanakan ibadah zakat
sesuai ketentuan syariat.

Al-Qur’an tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan nisab, namun
menegaskan kewajiban zakat secara umum. Salah satu ayat yang menjadi

landasan penting adalah:

e AGNE &.r“ﬁo o} “r -1~ e . ot s w - @ o ~°i°. D":
OGS ibla (Tagile i Ley eS8 595 a8 ehai 433a gl 54l (e 2a
w Y- = - s% ,Ee}w
e el Al 37 2¢]
engan zakat itu kamu

untuk mereka.
bagi mereka.

Artinya: “Ambillah zaka
membersihkas

menyucikan j

Menurut pe frasa “‘tuthal .
mengandung d

yang tidak baik; 1

dengan menumbuhK SWT. Dengan

demikian, zakat tidak hanya berda K material, tetapi juga memiliki
implikasi spiritual dan moral bagi individu serta masyarakat.*®

Hadis Nabi Muhammad % memberikan uraian yang jelas dan terperinci
mengenai ketentuan nisab. Melalui berbagai riwayat sahih, beliau menegaskan

ukuran minimal harta yang wajib dikenai zakat, baik untuk emas, perak, hasil

43 Isma‘1l bin ‘Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr,
tt), him. 164165,
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pertanian, maupun hewan ternak. Hadis-hadis tersebut menjadi acuan pokok bagi
para ulama dalam merumuskan standar nigsab, sehingga umat Islam memiliki
pedoman yang pasti dan terukur dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Lad (il 5 dB30m 230 (il (450 Lad (il § A8 (3151 (a2l {5 L (]

(Wé\j"))ﬁ&a&g@ji(/m" gre

Artinya: “Tidak ada zakat pada perak yg@lg kurang dari lima ugiyah, tidak ada
zakat pada unta yang kuraae wa.ckor, dan tidak ada zakat pada
0g W (HR. Muslim).*

Artinya: ¢
t

kewajiban zaReaLE

..........
---------------

mencapai batas 1 | nak, maupun
hasil pertanian.

Hadis kedua r CP yang sama dalam
konteks emas, bahwa zakat baru diwajibkan apabila kepemilikan telah mencapai
dua puluh dinar, dengan kadar zakat sebesar setengah dinar (2,5%). Ini

menunjukkan bahwa nisab berfungsi sebagai instrumen keadilan ekonomi, agar

4 Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabari, Sakih Muslim, Kitab al-Zakah, hadis no. 979
(Beirut: Dar Thya’ al-Turéath al-‘Arabi, 1991).

4 Abii Dawiid Sulaiman bin al-Asy‘ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawiid, Kitab al-Zakah,
hadis no. 1573 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), him. 247.



38

kewajiban zakat tidak membebani individu yang belum mencapai tingkat
kecukupan ekonomi.

Dari landasan ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi % dapat disimpulkan bahwa
Al-Qur’an berperan sebagai sumber normatif yang menegaskan kewajiban zakat
secara global tanpa menyebutkan batas minimal harta secara rinci. Sebaliknya,
hadis-hadis Nabi £ hadir untuk memberikan penjelasan praktis mengenai ukuran

nisab pada berbagai jenis harta, mulai dagi emas, perak, hasil pertanian hingga

ternak. Dengan adanya petunjuk_iai emudian melakukan formulasi

hukum yang sistematis, sg g dijadikan pedoman

baku bagi umat | gcara konsisten,

94 gram ema

penghasilan dg gyaan yang
memiliki potens A ecara hukum
mengikuti ketentuarizakat harta (zakat mal) bailk dari sisi aupun karakter
kewajibannya.
1. Penghasilan Berasal dari Sumber yang Halal
Menurut pandangan ulama figh, salah satu syarat penting yang
berkaitan dengan terpenuhinya nisab zakat profesi adalah bahwa
penghasilan tersebut bersumber dari aktivitas kerja yang dibenarkan oleh
syariat Islam. Pendapatan yang diperoleh melalui praktik atau profesi yang

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tidak dapat dikategorikan
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sebagai harta yang wajib dizakati, karena zakat pada hakikatnya berfungsi
untuk mensucikan kekayaan yang halal dan diperoleh secara sah. Oleh
karena itu, penghasilan yang berasal dari sumber yang diharamkan tidak
dikenai kewajiban zakat, melainkan harus ditinggalkan serta diselesaikan
sesuai ketentuan syar‘i melalui taubat dan pengembalian hak apabila
diperlukan.*®

2. Kepemilikan Sempurna (al-Miligal-7am)

Dalam perspekti jiban zakat profesi baru berlaku

berada dalam kondisi

jatu‘b tempg. QaLarg halypeng

kewajiban zakat tidak D€ ete I didasarkan pada prinsip

mendesak @
dikurangi ke an nigab, maka
perlindungan terhadap muzakki agar pelaksanaan zakat tidak

menimbulkan kesulitan, sekaligus menjaga keselarasan dengan tujuan

4 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Zakat Kontemporer: Perspektif Fikih dan
Ekonomi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), him. 87.

47 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Zakat (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2020),
him. 112.



40
utama syariat Islam (magdasid al-syari‘ah) yang menekankan
kemaslahatan dan keadilan.*®
4. Tidak Disyaratkan Haul

Sebagian besar ulama figh kontemporer, termasuk yang dijadikan
rujukan oleh Baitul Mal, berpendapat bahwa pelaksanaan zakat profesi
tidak bergantung pada terpenuhinya syarat haul atau kepemilikan harta
selama satu tahun. Zakat penghagilan dipersamakan dengan zakat hasil

pertanian yang kewajibaga aat hasil diperoleh, bukan

setelah berlalu s asar ini, Baitul Mal

bentuk kewajil g diperoleh
seseorang melal 3 [ Slonal tertentu.
Pendapatan tersebut§oiga berasal dari pekerjaan mandic ma pekerjaan yang

berada dalam suatu Institu termasuk dalam
kategori ini sangat beragam, mencakup berbagai pekerjaan modern yang hasilnya
dapat bersifat tetap ataupun fluktuatif, seperti tenaga medis, ahli hukum,

konsultan, pendidik, arsitek, teknisi, dan profesi profesional lain yang

4 Didin Hafidhuddin, Zakat dan Keadilan Sosial (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),
him. 96.

49 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Figh Zakat Indonesia (Jakarta: BAZNAS R,
2022), him. 66-68.
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menghasilkan pemasukan signifikan. Pendapatan dari profesi-profesi ini
cenderung besar, rutin, dan dapat diukur secara jelas, sehingga memunculkan
bentuk harta baru yang tidak sepenuhnya dikenal dalam struktur sosial-ekonomi
pada masa ulama klasik. Oleh karena itu, perkembangan ini menuntut lahirnya
kajian figh yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern
serta menegaskan kembali dasar-dasar hukumnya.®® Pendapat ulama yang
mewajibkan zakat profesi:

1. Yusuf Al Qarhdhawi

Yusuf al-Q

dalam pengembangan

gsarnya Figh az-

entasihyiayll sal0arads an
ang,diterima sesgorang fen;jas y dizakati ketika

#fangi kebutuhan mendesak.>?

jumlahnya, d lanan, mencapai
nilai uang setara 85 gran
la menilai bahwa karena penghasilan profesi merupakan harta yang

diperoleh secara langsung dan terus-menerus, maka lebih tepat dikiaskan

50 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, Jilid I (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1997), him.
421-423.

51 Muhammad Abu Zahrah, Zakat: Dirasah Muqéaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha,
(Kairo: Dar al-Fikr, 2000), 76.

52 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), him. 499—
502.
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kepada hasil pertanian yang dizakati saat panen, sehingga tidak
disyaratkan haul. Dengan demikian, nisab ditetapkan melalui nilai emas
dan harta yang wajib dizakati adalah sebesar 2,5 gram emas, sedangkan
kewajiban membayarnya dilakukan saat harta diterima.
2. Abdul Wahhab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah

Abdul Wahhab Khalaf, seorang pakar terkemuka dalam disiplin

ushul figh sekaligus pemikir hukwag Islam kontemporer, bersama dengan

gurunya, Muhammad A jasuk di antara ulama yang
memberikan legiti : gakat atas penghasilan
endapatan yang

merupakan

] G
-,
o e A vanwn 3l
--------------

fesiselapusiytas tises
emas,™ Pgndangan tersebut 0

pertanian. Khalaf dan AbQ

Oari pendekatan
ppada zakat hasil
pahwa karakter pendapatan
profesi lebih menyerupai aktivitas perdagangan karena sama-sama

merupakan hasil usaha produktif yang menghasilkan keuntungan (al-ribh

53 Abdul Wahhab Khalaf, ‘7Im Ushul al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him. 233;
Muhammad Abu Zahrah, Zakat, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 127-129.

54 Abdul Wahhab Khalaf, ‘7Im Ushul al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him. 231;
Muhammad Abu Zahrah, Zakat: Bahs Mugaran li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw’ al-Qur’an
wa al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959), hlm. 275.



43
al-muktasab). Oleh sebab itu, menurut keduanya, penghasilan profesi
secara figh lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari harta
perdagangan daripada hasil pertanian. Dengan kesamaan sifat
produktivitas tersebut, maka zakat profesi mengikuti ketentuan nisab
zakat perdagangan, yaitu nisab emas. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan
pun tetap 2,5% sebagaimana ketentuan umum zakat maal yang berlaku

dalam figh klasik maupun kontemgorer.

3. Muhammadiyah
dalam Munas Tarjih

zakat profesi

paik atas penghasilan kotor
(bruto) maupun penghasilan bersih (netto), menyesuaikan kebijakan
lembaga amil zakat dan kondisi muzakki.>®

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

5 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah,
(‘Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2000), him. 325.
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Majelis Ulama Indonesia turut memberikan ketetapan bahwa batas
minimal kewajiban zakat profesi mengikuti nisab zakat emas, yakni
senilai 85 gram emas murni yang dihitung berdasarkan akumulasi
pendapatan selama satu tahun. Pendapatan profesi diklasifikasikan
sebagai bagian dari zakat mal karena sifatnya yang merupakan harta yang
dimiliki secara sah dan dapat berkembang. Oleh sebab itu, tolok ukur
nisab yang digunakan disamakangdlengan standar nisab emas-perak serta

ber dari usaha yang
halal serta G \[-milk al-tam)
pgan metode
gleh oleh

erbentyklushg.eaa m at produktif

it Al-Qur’an yang

memerintahkan penunaia arta yang baik dan diperoleh
melalui cara yang halal (al-kasb al-fayyib). Oleh karena itu, pendapatan
profesional secara jelas termasuk dalam jenis harta yang berkembang dan

layak dikenai zakat sesuai prinsip umum zakat mal.>’

% Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI tentang Zakat Profesi, (Jakarta: Komisi Fatwa
MUI, 2003), him. 14-15.

57 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani,
2002), him. 109-110.
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6. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU), melalui keputusan Musyawarah Alim
Ulama tahun 2002, menetapkan bahwa batas minimal harta yang
mewajibkan zakat profesi adalah senilai 85 gram emas murni. Ketentuan
ini dibangun melalui pendekatan giyas kepada zakat tijarah
(perdagangan), sebab pendapatan profesi dipandang sebagai hasil aktivitas

usaha yang menghasilkan keuntymgan dan memiliki kemampuan untuk

berkembang layaknya mog an zakat yang harus ditunaikan

num zakat mal. Selain

ditetapkan sebesa

termasuk zakat profesi, mulai dari proses penghimpunan, penetapan kewajiban
zakat, pendataan muzakki, hingga pendistribusian zakat kepada mustahig.
Kewajiban zakat profesi dalam kerangka ganun tersebut mencerminkan
penerapan ajaran zakat atas penghasilan yang diperoleh seorang Muslim,

58 Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Keputusan Musyawarah Alim Ulama NU
tentang Zakat Profesi, (Jakarta: PBNU, 2002), him. 47-48.
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sepanjang penghasilan tersebut telah memenuhi batas nisab dan syarat-syarat lain
yang dirumuskan dalam kajian figh zakat kontemporer.>®

Salah satu unsur fundamental dalam sistem penetapan zakat profesi
sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 adalah penentuan
nisab zakat penghasilan. Nisab zakat profesi ditetapkan berdasarkan nilai 94 gram
emas murni dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan emas sebagai standar nisab

sejalan dengan prinsip zakat mal dalam ggariat Islam, di mana emas digunakan

sebagai alat ukur nilai harta gung yajiban zakat dengan kondisi
ekonomi yang senantiasa

Ketentuan / ] : teknis melalui
penyesuaian be ariah (DPS)

Baitul Mal A

oo

-------------

59 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2021, khususnya ketentuan
mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat, infak,
dan harta keagamaan lainnya.

8 Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Keputusan Dewan Pertimbangan
Syariah Baitul Mal Aceh tentang Penetapan Nisab Zakat Penghasilan Berdasarkan 94 Gram
Emas Murni, Banda Aceh, 2021.

61 Baitul Mal Aceh, Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian Nisab Zakat
Penghasilan Berdasarkan Harga Emas, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022.
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demikian, zakat profesi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual,
tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi untuk mewujudkan keadilan
sosial dan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.%?

E. Nilai Nisab Zakat Profesi Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021

Penetapan nilai nisab zakat profesi dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2021 mengacu pada standar 94 gram_emas murni sebagai batas minimal

kondisi ekonogs memiliki

karakteristik ang lebih

fleksibel bagi Begawai denganipenghasiian.me pani secara
) - |

berlebihan dalam

Dalam praktiKpElaksana al : deukan konversi nilai

94 gram emas murni [ [ mas yang berlaku

di pasaran. Konversi ini tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan secara berkala

62 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah: Dirasah Mugaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha
fi Dhaw’ al-Qur’an wa al-Sunnah (terjemahan edisi kontemporer), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2021, him. 497-500.

83 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 28 ayat (2), yang mengatur ketentuan teknis nisab zakat
penghasilan.

64 Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Kajian Penetapan Nisab Zakat
Penghasilan di Aceh, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2021), him. 34-36.
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mengikuti fluktuasi harga emas. Mekanisme penyesuaian dilakukan minimal satu
kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan harga emas
yang signifikan, yaitu lebih dari 10% dari harga sebelumnya. Hal ini dimaksudkan
agar nilai nisab tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan tidak
menimbulkan ketidakadilan bagi muzakki.®

Dalam perkembangannya terdapat dinamika terkait penerapan nisab ini di

lapangan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penetapan nisab sebesar 94

gram emas tanpa memperhitungk help riil PNS dapat menimbulkan

yungan keluarga besar

6 Baitul Mal Aceh, Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian Nisab Zakat
Penghasilan Berdasarkan Harga Emas, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022), him. 12-14.

% Muhammad Nasir, "Evaluasi Penerapan Nisab Zakat Profesi di Aceh: Antara
Ketentuan Syariah dan Realitas Ekonomi", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, (2023),
him. 145-147.

7 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 15 ayat (3) huruf c, tentang tugas dan
kewenangan Dewan Pertimbangan Syariah dalam memberikan rekomendasi terkait penetapan
nisab zakat.



BAB TIGA
ANALISIS PENENTUAN NISAB ZAKAT PROFESI PADA
PNS KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
NILAI PENGHASILAN DAN FLUKTUASI HARGA EMAS

A. Mekanisme Penentuan Nisab Zakat Profesi Untuk PNS di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh

Mekanisme penentuan nisab z3 profesi sebelum memberikan zakat

memiliki syarat mengenai iZakati pertama, harta yang
dizakati adalah harta y3

dizakati adalah hg

k. Kedua, harta yang
g. Ketiga, harta

diambil lef3 ! gng serta
keluarga ya ). 3 arus bebas
dari utang. nya masih
mencapai nisaB arta dimiliki
seseorang secara e ersebut). Majelis
dalam Fatwa No.

Ulama Indonesia tel 0
3 tahun 2003 Tentang Zakat Pengha

bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah

an, drdafamnya dijelaskan bahwa semua

mencapai nisab dalam satu tahun senilai 94 gram emas.%®

% Verina Salisa Azhara, Ateng Ruhendi, Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi
PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis,
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah,Vol. 7, No. 2, 2020, him 54-64
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Pada penelitian ini jenis profesi yang dijalankan yaitu profesi Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Dalam agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus
dikeluarkan zakatnya sesuai nisab dan haulnya yang merupakan zakat profesi.
Jumlah PNS Kota Banda Aceh saat ini adalah 3.592 orang.

Tabel 3.1 PNS Tiap Golongan

Laki Laki

Golongan Perempuan Jumlah

Golong

..........
..............

or 10 Fahun o1 %ehngi Bait

ini menegaskan kedtdURe g resmi pengelola zakat di

pakan perubahan
atas Qanun Ace fl, di mana regulasi
Aceh. Melalui ganun tersebut, mekanisme pemungutan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat termasuk yang bersumber dari penghasilan profesi
memiliki dasar yuridis yang jelas dan mengikat bagi seluruh PNS Muslim.
Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menunaikan kewajiban
keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial,


https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/statistik/
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mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kebermanfaatan dana
zakat bagi masyarakat yang berhak menerima di wilayah Aceh.®®

Di wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh, penetapan batas nisab zakat
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui mekanisme yang
terencana dan terintegrasi oleh Baitul Mal Aceh bersama pemerintah daerah
setempat dengan menerapkan pola pemotongan gaji secara otomatis (payroll
system). Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para PNS

dalam menunaikan kewajiban zak arus melakukan penyetoran secara

manual, sehingga kepai Rerkelanjutan. Selain itu,
penerapan  siste[y ingkatkan  efektivitas
penghimpunag dan akuntabel,

sehingga R kelompok

..........
..............

karakteristik Aceh'Sebag ariat’lslam secara formal.
Sinergi antara regulasi nasional dan ganun daerah tersebut memastikan bahwa

mekanisme penentuan nisab zakat profesi memiliki legitimasi yang kokoh,

89 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) mengatur kedudukan Baitul
Mal serta kewajiban pemungutan zakat termasuk dari penghasilan profesi.
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operasional yang terarah, serta relevan dengan kebutuhan sosial-keagamaan
masyarakat Kota Banda Aceh.

Kedudukan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) pada Baitul Mal Aceh
sangat menentukan dalam proses penetapan besaran nisab zakat profesi, karena
lembaga ini diberi mandat normatif untuk merumuskan standar yang sesuai
dengan prinsip syariat. Kewenangan tersebut secara tegas tercantum dalam Qanun
Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (3) huruf ¢ yang memberikan ruang bagi

DPS untuk menyampaikan rek b,_resmi  mengenai  batas minimal

kewajiban zakat. Dalarg etapkan keputusan secara

epsif yang memadukan

..........
..............

para PNS yang

Berdasarkan hasil™s staf Baitul Mal Kota
Banda Aceh yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi,
penentuan nisab zakat profesi khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan Kota Banda Aceh tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan
berpijak pada landasan hukum yang jelas, yakni Qanun Aceh Nomor 21 Tahun
2022 serta ketetapan resmi dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini, Baitul
Mal Kota Banda Aceh menetapkan batas nisab zakat penghasilan sebesar 94 gram
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emas, sebuah pilihan yang didasarkan pada pemikiran ulama kontemporer,
terutama Syekh Yusuf al-Qaradawi, yang berpandangan bahwa tolok ukur nisab
zakat profesi semestinya mengacu pada nilai emas bukan perak guna menghindari
beban yang terlalu berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Adapun angka 94 gram dipilih atas dasar prinsip kehati-hatian (ihtiyath),
diperoleh melalui perhitungan setara 20 dinar emas syar'i berdasarkan standar
timbangan tertentu yang secara historis dinilai lebih presisi dibandingkan patokan
85 gram yang umum digunakan. I3
bagi PNS Kota Banda Ag
begitu penghasilag

aktiknya, pemotongan zakat profesi

elalui sistem penggajian
7b yang ditetapkan,
tan. Sementara

b, potongan

..........
..............

melindungi kepentingan
Selain itu, mekanisme tersebut juga mencerminkan upaya profesionalisme
pengelolaan zakat yang adaptif terhadap kondisi pasar, transparan dalam

penetapan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

0 Hasil Wawancara dengan Muslem, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan hari
Senin, Tanggal 23 Februari 2026.
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Untuk mengetahui nilai nisab zakat profesi bagi PNS maupun bukan,
mereka dapat memanfaatkan Kalkulator Zakat Baitul Mal Aceh yang telah
menyediakan ketentuan nisab secara otomatis berdasarkan standar yang berlaku.
Kalkulator Zakat Baitul Mal Aceh menyediakan informasi nisab zakat profesi
secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu menghitungnya secara manual.
Nisab zakat profesi terkhususnya bagi PNS di Aceh ditetapkan setara dengan 94
gram emas, dan nilai rupiahnya telah disesuaikan dengan harga emas yang berlaku

jumlah penghasilan bulag gmatis menentukan apakah
penghasilan terseRut te is besaran zakat yang
wajib dikelug bulan maupun

akumulasi an ketepatan

Kalkulator Zakat

Perhatian: nisab zakat di Aceh adalah
94 gram emas.

Pilih Jenis Zakat:

Penghasilan Bulanan (Rp):
11000000

Hitung Zakat Reset

Jumlah Zakat yang harus dibayar per
bulan: Rp 275.000

Jumlah Zakat yang harus dibayar untuk
12 bulan: Rp 3.300.000

Sumber: https://share.qoogle/8YRGK70OMgzbVH79|N,
di akses 5 februari 2026



https://share.google/8YRGK7OMgzbVH79jN
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Gambar di atas menampilkan tampilan kalkulator zakat yang digunakan

untuk menghitung besaran zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan penghasilan
bulanan. Pada website tersebut dicantumkan informasi penting bahwa nisab zakat
di Banda Aceh ditetapkan sebesar 94 gram emas. Ketentuan risab ini menjadi
batas minimal apakah seseorang telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum.
Apabila nilai penghasilan yang diterima telah melampaui risab tersebut, maka
individu berkewajiban mengeluarkan zakat profesi. Pada bagian antarmuka,

pengguna diminta memilih jenis alui menu “Pilih Jenis Zakat”, yang

dalam contoh diarahka lanjutnya tersedia kolom

.........
.............

tersebut dapat dilakukan denga gada ketentuan harga emas terkini
serta keputusan resmi Dewan Pengawas Syariah mengenai standar nisab zakat
untuk tahun berjalan. Dengan memahami mekanisme perhitungan manual, setiap
PNS diharapkan mampu mengetahui secara mandiri apakah penghasilannya telah
mencapai batas wajib zakat, sehingga kewajiban pembayaran zakat dapat
ditunaikan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat. Simulasi

perhitungan penetapan nisab zakat profesi Pegawai Negeri Sipil kota Banda Aceh
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dengan gaji Rp10.000.000,-/bulan. Adapun harga emas saat ini di pasaran
diketahui sebesar Rp2.663.000/gram.

Tabel 3.2 Perhitungan Nilai Nisab

Komponen _ :
: Rumus Nilai Hasil
Perhitungan

94 gram X harga 94 gram x

.663.000,-

Penetapan Nilai 250.322.000,-

Total gaji tahunan 120.000.000,-

Status Kewajil Belum Wajib

dengan e G EHG

Rp2.663.000 P00, - per tahun.
Sementara itu, p10.000.000,- per
bulan adalah Rp n). Karena jumlah

tersebut lebih kecil daripada nrfessmes ditetapkan, maka penghasilan
tersebut belum memenuhi syarat wajib zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raudhah, staf Baitul Mall Kota
Banda Aceh yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi,
menyatakan bahwa komponen penghasilan yang dikenakan pemotongan zakat,

Baitul Mal Kota Banda Aceh mengacu pada ketentuan yaitu zakat profesi dihitung
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dari penghasilan bruto, yaitu seluruh penerimaan PNS sebelum dikurangi
potongan apapun. Komponen yang masuk dalam hitungan bruto tersebut
mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga (istri/suami dan anak), tunjangan
jabatan struktural atau fungsional, tunjangan beras, tunjangan umum, serta
tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan Kinerja. Komponen yang
tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan zakat adalah uang lembur,
honorarium kegiatan yang bersifat insidental, serta tunjangan perjalanan dinas.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahu profesi dikenakan atas penghasilan

yang bersifat tetap danr, pg sifatnya tidak menentu.
Raudhah juga megega enggunakan harga emas

agai tolok ukur,

dilakukan

i pergerakan

.........
.............

signifikan melé U, sehingga nisab

yang digunakan pnomi terkini.’

"1 Hasil Wawancara dengan Raudhah, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan hari
Senin, Tanggal 23 Februari 2026.
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B. Relasi Penetapan Nisab Zakat Profesi terhadap Perubahan Nilai Emas
sebagai Standar Kecukupan Nisabnya

Keterkaitan antara penetapan nisab zakat profesi dengan nilai emas bukan
sekadar bersifat teknis kalkulatif, melainkan merupakan hubungan yang bersifat
dinamis dan membawa konsekuensi mendalam baik dalam dimensi syariat
maupun dalam realitas sosial ekonomi masyarakat. Pemilihan emas sebagai tolok
ukur batas minimum kewajiban zakat bukanlah sesuatu yang lahir tanpa pijakan,

melainkan bertumpu pada akar tradisi ang telah mengakar kuat sejak masa

klasik, di mana emas dag ipandang sebagai nugid al-

asliyyah atau alat tu lukannya diakui secara
universal lintag : ulu menjadikan

mewaan nilai

pang batas

an normatif

semata, tet8 strumen yang hidup mengukur

as dalam praktik
Baitul Mal Kota ‘Befde K an yang sederhana
tetapi memiliki konsekuensi yang signifikan. Nilai nisab dalam rupiah ditentukan
dengan kalikan 94 gram emas dengan harga emas per gram yang berlaku di pasar.
Melalui mekanisme ini, setiap perubahan harga emas secara langsung
memengaruhi batas minimum kewajiban zakat. Sebagai contoh yang digunakan
dalam penelitian ini, ketika harga emas mencapai Rp2.663.000,- per gram, maka

nisab zakat penghasilan berada pada angka sekitar Rp250.322.000,- per tahun.
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Dengan kondisi tersebut, seorang PNS yang menerima gaji Rp10.000.000,- per
bulan hanya memperoleh Rp120.000.000,- per tahun sehingga belum mencapai
batas nisab dan belum berkewajiban menunaikan zakat. Situasi serupa banyak
dialami oleh PNS Golongan I, I, serta sebagian Golongan Il di lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk merespons dinamika harga emas tersebut,
Baitul Mal Aceh menerapkan kebijakan penyesuaian nilai nisab secara berkala
apabila terjadi perubahan harga emas minimal sebesar 10 persen, sebagaimana

diatur dalam Pedoman Teknis Pg Rgan dan Penyesuaian nisab Zakat
Penghasilan Berdasarka

Aceh Nomor 3 Tah

a, diperkuat melalui Qanun

a syariat untuk
a yang layak

emas secara teoritis mampu
memastikan bahwa ambang batas kewajiban zakat tidak terdilusi oleh inflasi
moneter yang bersifat struktural. Akan tetapi, dalam skala jangka pendek hingga
menengah, fluktuasi harga emas dapat menciptakan ketidakpastian yang
mengganggu stabilitas sistem, terutama bagi lembaga amil zakat yang dituntut
untuk menetapkan angka nisab yang konkret dan dapat dioperasionalisasikan
dalam administrasi pemungutan zakat secara tertib.
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Pergerakan harga emas yang terus berfluktuasi menciptakan situasi di
mana nilai nisab dalam denominasi rupiah ikut bergeser tanpa henti dari waktu ke
waktu. Sebagai ilustrasi yang konkret, apabila nisab ditetapkan setara dengan 94
gram emas dan harga emas pada suatu periode adalah Rp1.000.000,- per gram,
maka nilai nisab tahunannya adalah Rp94.000.000,- atau sekitar Rp7.833.333,-
per bulan. Namun ketika harga emas kemudian melonjak menjadi Rp1.500.000,-
melonjak menjadi Rp141.000.000,- atau
gatang kenaikan harga emas tersebut,
000.000,-, dan selisih ini

per gram, nilai nisab tahunan langsung
sekitar Rp11.750.000,- per bulan_I3

terdapat selisih nisab B

otal penghimpunan
dana zakat secara ane embatasi kapasitas
lembaga zakat dalam mendistribusikan manfaat kepada para mustahik yang
membutuhkan bantuan. Sebaliknya, apabila harga emas mengalami penurunan
dalam suatu periode, nilai nisab dalam rupiah juga ikut turun, dan kondisi ini
dapat mendorong lebih banyak PNS masuk dalam kategori wajib zakat meskipun
daya beli riil mereka tidak mengalami peningkatan yang berarti. Inilah mengapa
peran Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dalam melakukan
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penyesuaian nisab secara berkala menjadi sangat krusial dan tidak boleh dianggap
remeh oleh siapapun yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Azhari Mutiara, staf Baitul Mal
Kota Banda Aceh yang bertugas di bidang pelayanan, menyatakan bahwa pihak
Baitul Mal Kota Banda Aceh sebenarnya selalu berupaya melakukan pembaruan
nilai nisab secara berkala dengan mengacu pada harga emas yang ditetapkan oleh
Logam Mulia atau harga pasar emas_lokal yang berlaku, karena Baitul Mal

menyadari bahwa penetapan nisaj diperbarui tentu akan berdampak

pada keabsahan dan k akat itu sendiri jika nisab

terlalu rendah dg ada muzakki yang
sebenarnya bg j tentu menjadi
tanggung | menyangkut

elainkan
periode
eh Baitul
Mal Ac ai JgLRN | NGlekemice €.c berubah

justru akan g NV ROONgan zakat

strasi  tanpa
tar 10% atau

..........
..............

..... , Buaian resmi agar
Qanun Aceh No perikan pijakan yuridis yang
jelas bagi Baitul Mal Aceh untuk melakukan penyesuaian nilai nisab secara
berkala sesuai dengan perkembangan harga emas di pasaran. Kewenangan ini

diemban oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh yang

2 Hasil Wawancara dengan Azhari Mutiara, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan
hari Senin, Tanggal 23 Februari 2026.
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bertugas memberikan rekomendasi teknis kepada lembaga amil zakat mengenai
angka nisab yang dijadikan acuan dalam pemungutan zakat profesi. Secara
prosedural, mekanisme penyesuaian ini melibatkan pemantauan harga emas di
pasaran, konversi nilai 94 gram emas ke dalam satuan rupiah, pembagiannya ke
dalam periode bulanan, dan penetapan angka nisab bulanan yang berlaku untuk
periode berjalan. Mekanisme ini dilaksanakan apabila terjadi perubahan harga

emas minimal sebesar 10% dari nilai_sebelumnya, sebagaimana diatur dalam

Pedoman Teknis Penghitungan d fyesuaian nisab Zakat Penghasilan
\al Aceh pada tahun 2022.

ewajiban zakat profesi

Berdasarkan Harga Emag

senantiasa sej menimbulkan

melindungi

karena

responsif

tidak terd |s£|_‘_pﬁ!z_al ; xang? sa

penyesuaian 0

berlaku sudah jaul @i 3 an harga emas akiualdifpasaran. Bagi PNS
yang penghasilannya berdd® @Wa)1b dan tidak wajib zakat,
ketidakakuratan ini memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang sangat nyata.
Kedua, pertanyaan tentang harga emas mana yang dijadikan referensi resmi
penyesuaian juga menjadi isu krusial yang perlu dijawab secara tegas dan
transparan. Harga emas di pasar domestik Indonesia tidak tunggal ada harga emas
ANTAM, harga emas perhiasan lokal, harga emas batangan, dan harga emas

internasional yang telah dikonversi ke dalam kurs rupiah, dan keempatnya dapat
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berbeda secara signifikan pada waktu tertentu. Penetapan yang tidak konsisten
dalam memilih referensi harga emas dapat menimbulkan inkonsistensi nilai nisab
yang berujung pada kebingungan dan potensi ketidakadilan di kalangan muzakki.

Untuk menilai keandalan data hasil wawancara, penulis menerapkan
triangulasi dengan mencocokkan informasi yang disampaikan oleh pihak Baitul
Mal Kota Banda Aceh dengan keterangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
secara langsung menjadi pihak yang dikenai pemotongan zakat profesi. Dari hasil

wawancara dengan pihak Baitul } eroleh keterangan bahwa penetapan

nisab zakat profesi meng u, dengan standar sebesar
94 gram emas seya
harga emas. Baitul Mal yang

memiliki

dall pemotongan

a perbedaan

'TLL]
..............

dalam Kkete al pe asing PNS.

Perbedaan ters i : bandingkannya

agar hasil penelitian tidak
dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan zakat
profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh.



64

C. Tinjauan terhadap Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda
Aceh Menurut Prinsip-Prinsip Dasar Nisab Zakat Profesi

Analisis terhadap Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh
memerlukan pemahaman mendalam tentang kesesuaian antara praktik yang
berjalan dengan prinsip-prinsip dasar nisab zakat profesi. Pada prinsip dasar nisab
profesi ada beberapa yang harus dipenuhi agar Penetapan Zakat PNS di
Lingkungan Kota Banda Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Teknis

penentuan nisab zakat profesi bagi yai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan

Pemerintah Kota Banda A apan nisab tersebut dengan

fluktuasi harga emas d ikan lalu dipotong nisab

setiap bulan. D apan nisab zakat

eksplisit theel
cara men
ketetapan arkan kesamaan

akan pemiotongan. pent ang diterapkan
oleh Baitul Mal flasan utama dalam
penetapan nisab U Aceh mengambil
pendekatan giyas dengan menyamakan zakat profesi kepada zakat emas, bukan
kepada zakat pertanian. Dasar penggiyasan ini bertumpu pada kesamaan illat
bahwa penghasilan sebagaimana emas sama-sama merupakan harta yang bersifat
likuid, dapat berkembang, dan memiliki potensi akumulasi kekayaan yang nyata.

Dari giyas inilah kemudian ditetapkan nisab zakat penghasilan PNS sebesar 94
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gram emas, mengikuti nisab zakat emas yang telah ditetapkan oleh syara’, bukan
653 kg gabah atau 520 kg beras sebagaimana nisab zakat pertanian.

Kedua, prinsip keadilan dalam syariah Islam menegaskan secara tegas
bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada mereka yang benar-benar telah
memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Dalam konteks ini, nisab tidak
sekadar berfungsi sebagai angka acuan semata, melainkan berperan sebagai
ambang batas yang secara syar'i menentukan apakah seseorang telah layak dan

mampu untuk menunaikan kewaji at. Penetapan nisab ini merupakan

manifestasi nyata dari membebani seseorang di

luar batas kema SWT bahwa Islam tidak

nenunjukkan

penghasilannya befum meme
infag atau sedekah. Pada tataran normatif, pembedaan ini mungkin terkesan
bijaksana dan solutif. Akan tetapi, jika ditelaah lebih mendalam dari perspektif
fikih dan prinsip keadilan syariah, kebijakan ini menyimpan persoalan yang
cukup serius.

Persoalan mendasar yang muncul adalah bahwa bagi PNS yang belum
mencapai nisab, pemotongan penghasilan mereka tetap dilakukan secara otomatis
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dan terstruktur, tanpa ada kejelasan mengenai apakah mereka telah memberikan
persetujuan secara sukarela dan sadar atas pengalihan dana tersebut sebagai infaq
atau sedekah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keikhlasan yang menjadi ruh
dalam ibadah maliyah seperti infag dan sedekah, yang seharusnya lahir dari
kesadaran dan kerelaan hati seorang muzakki, bukan dari kewajiban yang
dipaksakan secara administratif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini sejatinya belum

sepenuhnya mencerminkan keadila ang sesungguhnya, karena di satu

sisi mengaburkan bata arelaan, serta di sisi lain

berpotensi membefa nemenuhi syarat untuk

eseluruhan, melainkan
penghasilan bersih yang telah dikurangi terlebih dahulu dengan berbagai
kebutuhan yang bersifat primer dan mendasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut
mencakup kebutuhan pokok hidup sehari-hari yang lazim disebut sebagai
ma'isyah, yakni segala kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam
keberlangsungan hidup seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Di
samping itu, sebagian ulama kontemporer juga mensyaratkan pengurangan
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kewajiban hutang yang sedang ditanggung oleh seorang wajib zakat sebelum
dilakukan perhitungan nishab, mengingat hutang merupakan kewajiban finansial
yang mengikat dan harus diprioritaskan penyelesaiannya.

Fakta lapangan dari wawancara dengan PNS Kota Banda Aceh
menunjukkan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan teoretis. Kamarun dari
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh secara tegas menyatakan bahwa
praktik pemotongan zakat profesi saat ini dilakukan secara seragam langsung dari

gaji pegawai, tanpa memperha akah penghasilan individu tersebut

sesungguhnya sudah mg L kewajiban yang dimiliki

oleh masing-masjgg, F ang berlaku saat ini
belum secars : utang masing-

iliki cicilan

..........
..............

unju aﬂlg aran ye

ﬂ
kan k3

Banda Aceh tidaF
kondisi riil kebu yang terkena kewajiban
pemotongan zakat. Pemotongan dilakukan secara seragam dan merata

berdasarkan besaran penghasilan yang tertera dalam slip gaji, tanpa

8 Hasil Wawancara dengan Kamarun, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan
Perikanan, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.
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memperhitungkan seberapa besar beban kebutuhan hidup yang sesungguhnya
harus ditanggung oleh masing-masing individu PNS tersebut.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi
sebagian PNS, khususnya mereka yang memiliki penghasilan tidak terlalu besar
namun harus menanggung beban hidup yang cukup berat. Bagi kelompok PNS
ini, pemotongan zakat yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pokok dan

tanggungan hutang mereka dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan

mereka dalam memenuhi kebutuhg ang paling mendasar sekalipun. Hal

ini jelas-jelas bertentangg wa la dhirar" yang justru

melarang setiap Rent atangkan bahaya dan

dalam tang

ndatangkan

gulkan adalah
dengan menge 3 wajiba yang dapat diisi
mkan kewajiban-
kewajiban utang yang suda rpluSriil penghasilannya,
sehingga bendahara instansi bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat
melakukan penyesuaian besaran pemotongan zakat agar lebih mencerminkan
kondisi kepemilikan sempurna yang sesungguhnya dari setiap muzakki.
Keempat, prinsip Maslahah Mursalah merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai

pertimbangan utama dalam penetapan suatu kebijakan, termasuk dalam hal
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penetapan nisab zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat profesi, prinsip ini
menghendaki agar sistem zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual
formal semata, melainkan benar-benar mampu berperan sebagai instrumen
distribusi kekayaan yang efektif dan menjadi salah satu solusi nyata dalam upaya
pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap kebijakan
yang berkaitan dengan zakat harus senantiasa diorientasikan pada terciptanya
kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan umat, baik bagi para
muzakki maupun para mustahiq enerima manfaatnya.
iful Mal Kota Banda Aceh

ahah Mursalah tersebut.

Banda Aceh

..........
..............

terdata dan
Oayaan ekonomi,
gram sosial lainnya
yang secara langsung me akat kurang mampu di Kota
Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan tidak
berhenti pada aspek pengumpulan semata, melainkan telah menjangkau dimensi
pendayagunaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahiq
secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif prinsip Maslahah Mursalah, kebijakan

Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat profesi PNS ini dapat
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dikatakan telah memenuhi tujuan utama dari prinsip tersebut, yakni mewujudkan
kemaslahatan yang nyata dan terukur bagi masyarakat luas. Sistem yang
terstruktur dan mekanisme distribusi yang terarah menjadikan zakat bukan
sekadar kewajiban agama yang ditunaikan secara simbolis, melainkan sebuah
instrumen sosial-ekonomi yang memberikan kontribusi positif dan signifikan
dalam upaya pengurangan kesenjangan serta penanggulangan kemiskinan di Kota
Banda Aceh.

Kelima, prinsip ihatiyat atg

hatian merupakan salah satu prinsip
metodologis dalam h oleh para ulama dalam
merumuskan ketegty ang tidak memiliki

p zakat profesi.

oleh Baitul

gram emas

......
..............

Angka 94 gram dipilih ata thtiyat) agar pelaksanaan
kewajiban zakat memiliki tingkat validitas syar'i yang lebih kuat, sekaligus
menghindari beban yang terlalu berat bagi PNS berpenghasilan rendah.

Keenam, haul adalah Salah satu aspek yang membedakan zakat profesi
dari jenis-jenis zakat lainnya adalah perdebatan mengenai syarat haul, yakni
kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Dalam zakat emas, perak, dan

perdagangan, haul merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dikecualikan.
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Namun dalam zakat profesi, mayoritas ulama kontemporer termasuk Yusuf al-
Qaradawi, Didin Hafidhuddin, MUI, dan Baitul Mal Aceh berpandangan bahwa
haul tidak menjadi syarat mutlak, dengan argumentasi bahwa penghasilan dari
profesi lebih mirip dengan hasil pertanian yang dizakati pada saat panen sehingga
tidak mensyaratkan kepemilikan satu tahun penuh. Peniadaan syarat haul ini
memungkinkan pemotongan zakat dilakukan setiap bulan bersamaan dengan
pembayaran gaji, yang lebih efisien secara administratif.”

Namun peniadaan syarat diiringi dengan pemotongan bulanan

menimbulkan persoala <ah nisab yang digunakan
sebagai dasar pemgio c is@b bulanan atau nisab
p250.322.000,-

:'.:'.:....::::;“.":-ﬁE

pemotongan | rang : ara ang penghasilan

kuat. Solu
bulanannya suda , serta harus ada
mekanisme rekon a total zakat yang
dipotong sepanjang tahun mencerminkan kewajiban zakat yang sesungguhnya
berdasarkan akumulasi penghasilan tahunan.

Ketujuh, prinsip transparansi (al-shafafiyyah) dan akuntabilitas (al-

mas iliyyah) bukanlah sekadar tuntutan tata kelola modern, melainkan

"4 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakah: Dirasah Mugaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha
fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah, Juz | (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), him. 502.
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merupakan nilai yang telah mengakar kuat dalam tradisi hukum Islam,
sebagaimana termanifestasi dalam konsep amanah yang melekat pada setiap
individu yang mengemban tugas sebagai amil zakat. Dalam perspektif fikih
maupun ekonomi Islam, keberlangsungan kepercayaan muzakki terhadap
lembaga pengelola zakat tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana lembaga
tersebut mampu menghadirkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban
yang nyata dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat yang dipercayakan

kepadanya.

Dalam konteks 4 Aceh sesungguhnya telah

menunjukkan kogitmé edua prinsip tersebut.

Hal ini tercer,

. besaran
ga emas
#all Syariah tetap
juga telah

terjaga da -] »""*}

aga(',_g,.. o |9_La ( i yang dapat
gratrtapisarr-masyaraka para PNS yang

I upaya sosialisasi
yang transparan dan bertang

Meskipun demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan proses
yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga capaian yang telah diraih oleh
Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu terus diperkuat dan ditingkatkan. Sebagian
narasumber mengakui bahwa informasi mengenai pembaruan nisab dan
mekanisme perhitungan zakat belum sepenuhnya tersampaikan secara merata
kepada seluruh PNS, khususnya mereka yang tidak aktif mengakses platform
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digital. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang lebih intensif dan sistematis tetap
diperlukan, agar setiap PNS memiliki pemahaman yang utuh dan memadai
mengenai dasar perhitungan zakat yang dipotong dari penghasilannya, termasuk
komponen penghasilan yang dijadikan basis perhitungan serta harga emas acuan
yang digunakan sebagai rujukan penetapan nisab.

Bertolak dari kondisi tersebut, penguatan lebih lanjut terhadap sistem
transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diwujudkan

melalui beberapa langkah strategis aptaranya adalah penerbitan laporan

pemotongan zakat yang setiap bulannya, yang

memuat informasigle aku dan harga emas
acuan terkini blikasi laporan

penerimaag

konsu

Secara

..........
..............

liki landasan
syar'i  yang aspek
erutama  dari  sisi
penerapan prinsip had al~/
standar kebutuhan hidup layak lokal, serta dari sisi keadilan (‘adalah) yang masih
menerapkan pemotongan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi finansial
riil setiap PNS, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh agar
pelaksanaan zakat profesi dapat berlangsung secara lebih optimal dan sejalan
dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Namun dalam hal tersebut, pihak Baitul

Mal Kota Banda Aceh telah memberikan respons nyata terhadap keluhan para
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PNS dengan mengeluarkan putusan terbaru yang menetapkan bahwa kewajiban
zakat profesi bagi PNS Kota Banda Aceh hanya berlaku apabila penghasilan
dalam satu bulan telah mencapai Rp13.000.000, sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 04/KTPS/2025
yang mulai diberlakukan sejak 01 November 2025.




BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pentapan nisab zakat profesi bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh didgksanakan berdasarkan Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2021, dengaa
tahun dan kadar z3

hesctara 94 gram emas murni per

gdaskan prinsip kehati-
p Syariah (DPS)
| harga emas

i sistem

sebagai standar

kecukupan nisab. Kenaika ebabkan nilai nisab dalam
rupiah meningkat sehingga jumlah PNS yang wajib zakat berkurang,
sebaliknya penurunan harga emas membuat lebih banyak PNS secara
nominal memenuhi syarat wajib zakat meskipun daya beli riilnya tidak
meningkat. Meskipun Baitul Mal Aceh telah menetapkan mekanisme
penyesuaian nisab apabila harga emas berubah lebih dari 10%, mekanisme

ini dinilai belum cukup responsif terhadap volatilitas harga emas yang

75
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tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian nilai nisab
dengan harga emas aktual. Selain itu, belum adanya keseragaman acuan
harga emas (ANTAM, emas batangan, emas perhiasan atau emas lokal)
yang digunakan turut menjadi celah yang dapat menimbulkan ketidakadilan
dalam penetapan nisab.

3. Secara umum penetapan dan pelaksanaan zakat profesi PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Banda Ace m sepenuhnya memenuhi seluruh

prinsip-prinsip dasar 4 ari sisi kehalalan sumber
penghasilan, pelak ena bersumber dari gaji

dan tunjang

Berdasarkan keSimpula peberapa saran dan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Baitul Mal Kota dan Dewan
Pertimbangan Syariah (DPS) perlu segera melakukan reformasi mekanisme
penetapan nisab dan pemotongan zakat profesi PNS agar lebih berkeadilan
dan berbasis kondisi riil muzakki, melalui tiga langkah, pertama,
pemotongan zakat dari penghasilan neto setelah dikurangi kebutuhan pokok
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muzakki dan keluarganya, sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi
dan Fatwa MUI, kedua, pengembangan formulir deklarasi kondisi ekonomi
tahunan bagi setiap PNS yang memuat tanggungan keluarga dan kewajiban
utang, sebagai dasar penyesuaian besaran pemotongan zakat oleh bendahara
instansi dan UPZ, serta ketiga, penerapan mekanisme rekonsiliasi zakat
akhir tahun untuk memastikan kesesuaian antara total pemotongan zakat

selama setahun dengan kewajibagfzakat tahunan yang sesungguhnya.

2. Dewan Pertimbangag Mal Aceh perlu memperkuat

akat profesi dengan

sistensi
ab dari

terperinci, m
penghasilan, dan besaran zaKat yang dfpotong, publikasi berkala laporan
penerimaan dan distribusi dana zakat profesi PNS melalui website resmi
Baitul Mal, pembentukan saluran konsultasi dan pengaduan zakat yang

mudah diakses, baik langsung maupun digital.
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Re-Evaluasi Penetapan Nisab Zakat Profesi (Analisis

Tempat

Narasumber : Staff Baitul Mal

Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota
Banda Aceh)

: Baitul Mal Kota Banda Aceh

K ota Banda Aceh, Pegawai Negeri Sipil

Kota Banda«#

agkah-langkah

Bagali sme_pamoiongan. zaki
melalui enguripl Zakat*(WPZ) i ‘masing
potong seSaratang d : bih lanjut) dari

Baitul Mall ?

Apakah dalam praktiknya Baitul Mal membedakan antara PNS yang

telah mencapai nisab dan yang belum mencapai nisab dalam

pemotongan zakat profesi?
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8 Apakah penghitungan zakat profesi yang diterapkan menggunakan
penghasilan bruto atau penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan
pokok?

9 Apakah terdapat batas perubahan harga emas tertentu yang menjadi
dasar penyesuaian nisab zakat profesi?

10 | Komponen penghasilan apa saja yang dijadikan dasar perhitungan

nisab zakat profesi (gaji pokok, tunjangan, honorarium)?

11

Putusan terbaru apakah

12

13

14

15

16

naEE
.............

17

terlebih dahulu?

18 | Harga emas dari lembaga mana yang digunakan Baitul Mal sebagai
rujukan resmi (Antam, Pegadaian, Bank Syariah, atau sumber lain)?
19 | Bagaimana Baitul Mal menilai keabsahan pemotongan zakat profesi

apabila nilai nisab belum disesuaikan dengan harga emas terbaru?
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20

Bagaimana Baitul mall menyikapi terhadap harga emas yang bersifat
fluktuatif yaitu emas kadang kala naik dan juga turun secara drastis?
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Lampiran 5: Dokumentasi

Dokumentasi

Banda Aceh,
selaku ya i

ologi.

Dokumentasi wawancara dengan Raudhah, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh,
selaku yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi.
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